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KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan
Inovasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset

dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Riset dan Inovasi Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6374);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan

Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

(2)

Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya
disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam
menyelenggarakan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi,
penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan
keantariksaan yang terintegrasi.

Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah
organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan
keantariksaan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya
disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi

yang terintegrasi di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2
BRIN merupakan lembaga pemerintah berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BRIN dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil
Kepala.
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(3) Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan

arahan Dewan Pengarah melalui Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 3
BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang
terintegrasi, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BRIN menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka
penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan
nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan
berpedoman pada nilai Pancasila;

b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan
inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian,
pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan
inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan;

c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan, pengembangan kompetensi,
pengembangan  profesi, manajemen talenta, dan
pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia
ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan
inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset
dan inovasi;

d. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan,
program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
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serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi,
penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan
keantariksaan;

pengawasan dan pengendalian penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan
berkelanjutan;

pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat
berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan
pengembangan sistem informasi penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan;

pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan
inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati,
mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman
pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya
alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian
dari identitas bangsa;

pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan
supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan
teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
BRIN;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN;
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dan

n. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5
BRIN terdiri atas:
a. Dewan Pengarah; dan

b. Pelaksana.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah

Pasal 6
Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam
merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam
perencanaan pembangunan nasional di segala bidang

kehidupan dengan berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 7
(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah

badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di



